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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk tanggung jawab penyidik polri terhadap pengelolaan barang bukti 

adalah menjaga keutuhan barang bukti yang didapatkan, dengan cara 

segera menitipkan barang bukti tersebut kepada Pejabat Pengelola Barang 

Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Barang bukti dititipkan di Bagtahti 

dan Subbagtahti pada tingkat Mabes Polri, Dittahti pada tingkat Polda, 

Sattahti pada tingkat Polres, Urtahti pada tingkat Polsek, atau di Rupbasan. 

Di Polda DIY sendiri, penyidik polri  melakukan penitipan barang bukti di 

Dittahti atau jika di Dittahti tidak memungkinkan, maka barang bukti akan 

dititipkan di Rupbasan DIY. Penitipan barang bukti dilakukan sebagai 

wujud tanggung jawab penyidik polri terhadap keselamatan dan keamanan 

barang bukti. Apabila penyidik polri tidak melakukan tanggung jawabnya 

tersebut, maka akan ada konsekuensi/sanksi yang akan diberikan.  

2. Sanksi bagi penyidik polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak 

pidana adalah : 

a. Sanksi pelanggaran kode etik profesi polri dan sanksi administratif; 

b. Sanksi berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Apabila 

telah mendapatkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, maka dapat 

diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui 
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Indonesia. 

c. Sanksi pidana dengan pasal penggelapan. 

B. Saran 

       Meskipun sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. 

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan 

Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun 

sampai saat ini belum ada perumusan aturan yang tegas mengenai barang 

bukti dalam KUHAP. Hal tersebut mengakibatkan barang bukti dipandang 

kurang berperan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga 

pengelolaannya, termasuk dalam hal penitipan barang bukti juga kurang 

diperhatikan oleh penyidik polri. Maka hendaknya dibuat rumusan peraturan 

yang lebih kuat mengenai tanggung jawab penyidik polri terhadap penitipan 

barang bukti, termasuk juga sanksi-sanksi yang dikenakan bagi penyidik polri 

yang menggelapkan barang bukti. Kemudian bagi penyidik polri hendaknya 

dalam menyeleksi calon penyidik polri lebih sesuai dengan syarat-syarat yang 

telah ditetapkan, sehingga penyidik polri benar-benar paham akan 

tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum. 
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